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ZPENIEAHANG PENYEDERHANAAN DAN
PELIMPAHAN KEWENANGA
PELAYANAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS mmmm

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang: a bahwa dalam memberikan kemudshan dan percepatan

Mengingat :

pelayanan perizinan dan non perizinan untuk melakukan
kegiatan usaha, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Maros
Nomor 43 Tahun 2017 tentang penyederhanaan dan
pelimpahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas |
Penanaman Modal - dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
paten Maros;
bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 43
Tahun 2017 tentang penyederhanaan dan pelimpahan
pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman

' Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomer 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851 );

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); ‘

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Norma! (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ((Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola
dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105); V

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041); ‘

Peraturan Menteri Daerah Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pin a

Perzl’turan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007
tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAROS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017
tentang penyederhanaan dan pelimpahan pelayanan perizinan dan non
perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten MarosTahun 2017 Nomor 43)

diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai
berikut:
a. Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM);
b. Perpanjangan IMTA;
c. Izin Lokasi;
Izin Lingkungan;
Izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
Izin Pemanfaatan Tanah;
kzin Mendirikan Bangunan (IMB);
Izin Gangguan (HO); -
Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
Izin Usaha Industri (IUI);
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUPR);
Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
Izin Usaha Jasa Konstruksi (TUJK);
Tanda Daftar Gudang (TDG);
Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko
Swalayan;
Izin Operasional Sara.na dan Prasarana Kesehatan;
Izin Trayek Angkutan Barang dan Orang;
Izin Penempatan Reklame;
Izin Penelitian;
Izin Operasmnal Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat.
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Pasal 12 dihapus.

Pasal 13 dihapus.
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4. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati diubah schingga berbunyi

sebagai berikut :
WO | 1ZIN SEBELUM DISEDERHANAEAN | NO | SESUDAH PENYEDERHANAAN |
1. 1 Izin Prinsip Penanaman Modal
2. | lzin Prinsip Perluasan Penanaman
“ | Modal
3. |lzin Prinsip Perubahan peniinaman
mOdal g . . 3
4. Lmummmmm 14 1zin Prinsip Penanaman Modal
[Merger
5. | Izin usaha T
6. | Izin usaha perluasan
7. |lzin usaha perubahan |
1 8. Pﬂ;?an;]gﬁgan IMTA e 3 IMTA
9. | Izin Lokasi 2| Perpanjangen
10. | 1zin 14 ingkungan. 4
11, | Izin Pesrlindungan dan pengelolaan 5 |Izin Perhndungan dan pengelolaan
: hidup (PPLH) lingkungan hidup {(PPLH)
| 12, | Izin Membuka Tanah 6 | 1zin Pemanfaatan Tanah
13| Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 7 | 1zin Mendirikan Bangunan (IMB)
| 14. | 1zin Gangguan (HO EREY @HO)
15. | Surat Izin Tempat Usaha (SITU) | 9 | Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
16. | lzin Usaha Industri (IU) ) N
17, | Ton & Industr (D)) 10 Izm Usaha Industri (IUl)
[ 18. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 11 | Surat izin Usaha Perdagangan
S (SIUF)
. 19. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 12 | Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
120. | Tanda Daftar Gudang (TDG) 13 | Tanda Daftar Gudang (TDG)
"21. | Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat 14 | Izin pengelolaan pasar rekyat,
| perbelanjaan dan izin Bisaha toko pusat perbelanjaan dan izin
E— . usaha toko swalayan
22, | Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP} | 15 Tanda Daftar Usaha Pariwisata
{23. |1zin Usaha Jasa Konstruksi (TUJK) 16 | Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
24, | lzinApotek
95, | Izin Toko Obat
26. IszperasmnalKhnik 17 Izin Operasional Sarana dan
7. | Izin Praktek & Izin Kerja Tenaga Prasarana Kesehatan
Kesehaten _
78. | izin Produksi Makanan dan Minuman
pada rumah Lo
190, Izm n Trayek Aﬁ% Barang dan 18 | IzinTrayek Angkutan Barang dan
30, |izin Penempatan Reklame 19 Iszeneex:patan Reklame
{31, |izin Penelitian 20 | Izin Penelitian
| 1zin Operasional Penyelenggaraan
32 pendidxkan anak usia dini dan
dlchkan nonformal yang Izin Operasional Penyelenggaraan
! M;kmo leh msprécsd 21 | Pendidikan yang diselenggarakan
133, Omm ' oleh masyarakat
‘ (perpan]angan/pmutakhn‘an)
pendidikan dasar dan menengah yang
d1$e1 enggarakan oleh masyarakat




Pasal It
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditejdpkan di Maros
tanggal 2 Sptbunber 207
MAROS,’

Diundangkan di Maros
pada tanggal 12 Xftube Jory

Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR : 55

t : Pembina TK.I (IV /b)
. 19631019 199003 1 031



